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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 1O MAKASSAR 90245
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor
Lampiran
Hal

1 1 204lUN 4.5.1 tTD.0612022
Proposal Penelitian
Permohonan lzin Penelitian

19 Desember 2022

Yth

Tembusan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sulawesi Selatan
di
lt/akassar

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis (S2) Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut
dibawah ini:
Nama : lndah Dwiputri
Nomor Pokok : F'022192024
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Pemanfaatan Wilayah Pesisir Sebagai Tempat Usaha Rumah

Makan Di Kawasan Pelelangan Ikan Kabupaten Takalar
Penasihat : Prof. Dr. lnruansyah, S.H., M.H. Pembimbing Utama

Dr. ZulkifliAspan, S.H., M.H. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : Desember 2022 s.d. Selesai

t\Iohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan
penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.
Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.
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No. responden :	

 
 

KUESIONER TERBUKA PENELITIAN  
RESPONDEN PEMILIK  USAHA RUMAH MAKAN KABUPATEN TAKALAR 

KECAMATAN GALESONG UTARA 
 

Mohon memberikan tanda (√) pada setiap pernyataan yang anda pilih pada tabel yang 

telah disediakan oleh peneliti: 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak Setuju 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Adanya retribusi usaha rumah makan     

2. Pengawasan pemerintah takalar untuk usaha rumah 
makan untuk menjaga kelestarian lingkungan 

    

3. Adanya perizinan usaha rumah makan     

4. Jawaban 1, 2, dan 3     
 

IDENTITAS RESPONDEN 
1. NAMA RESPONDEN   : 
2. UMUR      : 
3. JENIS KELAMIN   : 
4. NAMA USAHA RUMAH MAKAN : 
5. BENTUK IZIN USAHA   :  
INFORMASI LOKASI 
1. KOTA/KABUPATEN   : TAKALAR  
2. KECAMATAN    : GALESONG UTARA 
3. KELURAHAN/DESA   : 
4. ALAMAT KANTOR   : 
5. RW/RT     : / 
 



Lampiran 5.  

PENELITI SEDANG MELAKUKAN PENELITIAN DAN WAWANCARA DI 
BEBERAPA INSTANSI TERKAIT USAHA RUMAH MAKAN  

DI KABUPATEN TAKALAR 
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Lampiran 5.  

PENELITI SEDANG MELAKUKAN PENELITIAN LANGSUNG USAHA RUMAH 
MAKAN DI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR 

TERKAIT PERIZINAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 
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